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MOTTO 
 
 اَذِإ اوُنَمآ َنيِرَّلا اَهُّي
َ
أ اَي
 ىًَّمسُم ٍَلج
َ
أ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت
 ُهوُبُتْكاَف 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
خ s\a S\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a H} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al Z\ Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad S} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad D} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a T} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a Z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain … „ … Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah … „ … Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fath}ah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  D}amah U U 
 
Contoh:  
No. Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. ةحك Kataba  
2. سكذ Zukira 
3. ةهرٌ Yazhabu  
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ Fath}ah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fath}ah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٍك Kaifa 
2. لىح H}aula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fath}ah dan alif a> A dan garis di 
xi 
 
atau ya atas 
ي...إ Kasrah dan ya i> I dan garis di 
atas 
و...أ D}ammah dan 
wau 
u> U dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. مٍق Qi>la 
3. لىقٌ Yaqu>lu 
4. ىيز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
1) Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fath}ah, kasrah atau 
d}ammah transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbutah mati atau mendapat h}arakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}a>l/ raud}atul at}-fa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah 
itu. 
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Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ا ُ ت  ز Rabbana 
2.   ل َّص َ Najjala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا. Namun 
transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكا Akala 
2. ٌورخ أج Ta’khudu>na 
 
 
xiii 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
ejaan yang disempurnakan (EYD) yaitu digunakan untuk menuliskan huruf 
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, 
bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1.   د ًَّ  ح  ي ا  ي  و لى س  ز َّلا ا  Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 
2. ٍٍْ  ً  ه عْنا   ب  ز   الِل  د ًْ  حْنا Al-hamdu lilla>hi rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1. ٍٍْ  ق  ش َّزا سٍْ  خ  ى ه ن  الله ٌَّ  ا  و Wa innalilla>ha lahuwa khair ar-
raziqi>n/ wa innalla>ha lahuwa 
khairur-raziqin 
2. ٌا  صٍْ  ً نا  و  مٍْ ٍ  كْناْى فْو
 أ ف Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>n/ fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Vicki Amaliya,, NIM: 142. 111. 071, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-
Hatian Pada Perbankan Syariah di Indonesia Menurut UU No 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah  (Studi Kasus BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung)”. 
Tujuan disusunnya penelitian ini  untuk mendeskripsikan bagaimana 
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan UU 
nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), 
dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema yang diambil 
melalui sumber data primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 
dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber 
obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Yang menjadi sumber data primer 
dari penelitian ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan 
keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah BPRS Amanah 
Rabbaniah dan Nasabah BPRS Amanah Rabbaniah. Sumber data sekunder adalah 
data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal dan lainnya yang mendukung sumber data primer 
dan berhubungan dengan objek penelitan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Amanah Rabbaiah 
Bandung menerapkan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Undang-undang 
No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Meliputi aspek karakter, kapasitas, 
kondisi ekonomi, kapital, dan jaminan dalam setiap pembiayaannya. 
 
Kata Kunci : Prinsip Kehati- Hatian, pembiayaan, Perbankan Syariah. 
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ABSTRACT 
 
Vicki Amaliya, SRN: 142.111.071, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 
Pada Perbankan Syariah di Indonesia Menurut UU No 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah  (Studi Kasus BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung)”. 
 The research aims to describe how the application of precautionary 
principle in funding based on UU No 21 of 2008 concerning Sharia Banking in 
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung. 
 The research used field research method by collecting the data relating to 
the theme taken through primary data source which is obtained directly from the 
research subject by using a measuring device or taking data directly on the source 
of the object as an information source sought. The primary data source from this 
research is the party that has authority to provide the information directly 
relating to the object of this research. The primary data in this research are BPRS 
Amanah Rabbaniah and BPRS Amanah Rabbaniah Customers. The secondary 
data source are the data obtained from literature studies, in the from of 
legislation, books, journals and others. 
 The result of this research indicates that BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung applies the precautionary principle based on UU No. 21 of 2008 
concerning Sharia Banking includes aspect of character, capacity, economic 
condition, capital, and guarantee in financial. 
 
Key Words: Precautionary principle, financing, Sharia Banking. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang sangat 
vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. 
Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan 
ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat 
penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor 
perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat 
transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, merupakan alat yang sangat 
penting dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran. Mengingat 
pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 
perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.
1
 
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya 
Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu 
bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi 
yang memporakporandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus 
masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. 
Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan 
                                                             
1
 Upia Rosmalinda, “Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian dalam Perspektif Pencegahan 
Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, AKUISISI, Vol. 11 No. 2 November 2015, hlm. 25. 
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syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep 
saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek.
2
 
Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata 
hanya merupakan konsekuensi dari Undang- Undang No. 10 tahun 1998 
tentang Perbankan dan Undang- Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem 
perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. 
Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa 
bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak 
nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang 
oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi 
yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir).
3
 
Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus 
berhati- hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan 
untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi wanprestasi 
oleh debitur atau nasabah. Penyebab adanya kemacetan (wanprestasi) dalam 
pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan 
oleh nasabah saja, akan tetapi terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu 
sendiri. Faktor yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian pembiayaan 
adalah kurangnya ketelitian pihak bank dalam menerapkan prinsip- prinsip 
                                                             
2
 Siti Maria Wardayati, “Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan 
Bank Syariah”, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hlm. 2. 
3
 Mulya Siregar, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem 
Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan”, Iqtisad: Jurnal 
Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, Maret 2002, hlm. 46-66.   
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yang harus dilaksanakan oleh bank pada saat memberikan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. 
Sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya 
mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian 
(prudential principle). Untuk itu perbankan khususnya perbankan syariah 
perlu melakukan studi kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan 
pembiayaan kepada calon nasabahnya.
4
 Studi kelayakan (feasibility study) 
adalah hasil studi yang menggambarkan keadaaan dan prospek suatu proyek, 
baik dari segi teknis maupun ekonomis.
5
 
BPRS Amanah Rabbaniah sebagai salah satu bank syariah di 
Indonesia yang memberikan pembiayaan dan menjalankan prinsip kehati-
hatian tentunya mengalami pembiayaan bermasalah juga. Pada tahun 2015 
nilai pembiayaan bermasalah (rasio NPF) BPRS Amanah Rabbaniah sebesar 
9,02%. Kemudian pada tahun 2016 nilai NPF BPRS Amanah Rabbaniah 
menjadi 11,05%, meningkat dari tahun 2015. Nilai pembiayaan bagi hasil dan 
jual beli memiliki nilai yang hampir sama. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati- Hatian pada 
Perbankan Syariah Menurut Undang- Undang NO. 21  Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung)”. 
                                                             
4
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga 
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 195. 
5
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis 
untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 
2008), hlm. 335. 
 4 
 
B. Rumusan masalah 
Dari latar belakang diatas maka masalah yang akan dijadikan pokok 
bahasan yaitu: 
1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPRS Amanah 
Rabbaniah Bandung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah? 
2. Apakah prinsip kehati-hatian yang dilakukan BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung sudah sesuai dengan prinsip kehati- hatian sebagaimana 
ditetapkan pada UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:  
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan 
oleh BPRS Amanah Rabbaniah Bandung dalam memberikan pembiayaan 
kepada nasabah. 
2. Untuk mendeskripsikan apakah prinsip kehati-hatian yang dilakukan 
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sudah sesuai dengan prinsip kehati- 
hatian sebagaimana ditetapkan pada UU nomor 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya, khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
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pemberian pembiayaan berdasarkan UU nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung. 
b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan prinsip kehati-
hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan UU nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
2. Manfaat Praktis 
Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta 
masukan terhadap lembaga- lembaga keuangan pada umumnya dan BPRS 
Amanah Rabbaniah Bandung pada khususnya dalam penerapan prinsip 
kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian 
dalam UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
 
E. Kerangka Teori 
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah 
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegaiatan usahanya.
6
 
Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 UU No. 21 
Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa “perbankan 
                                                             
6
 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94). 
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syariah dalam melakukan kegiatan ushanya berasaskan prinsip syariah, 
demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”7 
Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil 
dari kata dalam Bahasa Inggris Prudent yang artinya “Bijaksana”. Istilah 
prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen 
bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati- 
hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank 
berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut 
digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.
8
 
Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah 
merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi 
secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada 
usaha bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, 
prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang 
sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang 
dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor 
dan nasabah.
9
 
Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau 
prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 
                                                             
7
 Ibid. 
8
 Permadi Gandapradja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: PT.Gramedia 
Pustaka Utama, hlm.21. 
9
 Ibid., hlm. 22. 
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usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat 
yang telah dipercayakan kepadanya.
10
 
Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip 
kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta 
memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu 
menjalankan tugasnya.
11
 
Menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam buku “Islamic Financial 
Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga 
Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”, ia menjelaskan dalam bagian 
bab tentang Proteksi Pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan 
prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan 
cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen 
pendukung informasi dari calon customer, diantaranya:
12
 
1. Watak (character), yang berarti, bank harus dapat menilai calon 
debitor memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar 
pinjaman).  
2. Kemampuan (capacity), yang berarti, bank harus dapat menilai calon 
debitor Memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada 
                                                             
10
 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, hlm.18. 
11
 Abdul Ghofur Anshori, 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, hlm. 22. 
12
 Veithzal Rivai, 2008, Islamic Financial Management:Teori, Konsep..., hlm. 617. 
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masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran 
pinjamannya.  
3. Modal (capital), yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor 
memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran 
pinjaman).  
4. Jaminan (collateral), yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon 
debitor yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang proposional 
dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada 
calon debitor.  
5. Kondisi ekonomi (condition of economy), yang berarti bank harus 
dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitor, 
pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.  
6. Keadaan lingkungan sekitarnya (Constrains). 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, 
mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang 
telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.
13
 
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, yang bernama Yanuar Nur 
Aqsa dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan 
Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-
                                                             
13
 Suharsimi Arikunto, 2000, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 75. 
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2015)” dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPRS Central Syariah 
Utama Surakarta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, yang sesuai 
dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
Meliputi aspek syariah, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, kapital, dan 
jaminan dalam setiap pembiayaannya.
14
 
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret, atas nama 
Anugerah Putri Astri Swastika dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-
hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU 
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan di Bank Muamalat Surakarta” dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta sangat berhati-hati 
dalam menyeleksi permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah baik 
ketika proses pengajuan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah 
sampai pelaksanaan pembiayaan bagi hasil mudharabah yaitu dengan 
adanya pengawasan pelaksanaan usaha pembiayaan. Dalam penyelesaian 
wanprestasi nasabah, Bank Muamalat melakukan pendekatan secara lisan 
yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Peringatan dan terakhir adalah sita 
jaminan.
15
 
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, atas 
nama Andhi Rahman Indra R dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-
                                                             
14
 Yanuar Nur Aqsa, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah di 
BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016. 
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 Anugerah Putri Astri Swastika, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian 
Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 
7 tahun 1992 tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. 
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hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
”16
, 
menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan 
kartu ATM. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun 
adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu lebih condong 
pada penerapan prinsip kehati-hatian di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
guna pemberian pembiayaan dan untuk penelitian yang dilakukan oleh 
Andhi Rahman Indra R penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem 
operasional ATM. 
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta  atas nama Meylla Qurrata Ainy yang berjudul “Penerapan 
Prinsip Kehati-Hatian (Prosedural Principle) Dalam Pelaksanaan 
Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta”17, menjelaskan tentang 
bagaimana penerapan prinsip kehati- hatian di BMT Bina Ummah 
Yogyakarta dengan berdasarkan maqosid asy syari‟ah. Perbedaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah objek dan tempat penelitian 
yang dilakukan penyususn yaitu di BPRS Amanah Rabbaniah, kemudian 
dalam pembahasan penyusun lebih condong menggunakan sumber hukum 
positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla Qurrata Ainy untuk 
objek dan tempatnya di BMT Bina Ummah Yogyakarta kemudian sumber 
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 Andhi Rahman Indra R, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Kartu 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 
2010. 
17
 Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prosedural Principle) dalm 
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Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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hukum yang digunakan dalam pembahasannya adalah berdasarkan Maqosid 
asy Sayri‟ah. 
 
G. Metode Penelitian 
Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research), maksud dari penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti 
berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 
fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
18
 Menggunakan pendekatan 
kualitatif yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data 
lisan, rekaman maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari 
kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, 
sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non 
statistik. Dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik buku, 
kajian, atau yang lainnya dan dapat dipergunakan untuk memperkuat 
penelitian. 
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 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 
26. 
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2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan 
menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada 
sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.
19
 Yang menjadi 
sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak yang mempunyai 
kewenangan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini 
yang menjadi data primer adalah Accoun Officer BPRS Amanah 
Rabbaniah. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi 
pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
jurnal dan lainnya yang mendukung hasil wawancara dan 
berhubungan dengan objek penelitan. 
 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan atau dilaksankan di BPRS Amanah 
Rabbaniah Bandung, mengingat terdapat nasabah yang mengajukan 
pembiayaan pada perbankan syariah tersebut, dengan aturan-aturan yang 
telah ditetapkan. Serta setelah sharing atau mewawancarai karyawan 
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 Syaifuddin Azwar, 2001, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91. 
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BPRS Amanah Rabbaniah Bandung, maka peneliti ingin mengetahui 
implementasi prinsip kehati-hatian pada lembaga tersebut.  
 
4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode, yaitu : 
a. Observasi 
Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
pengamatan dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki.
20
 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap 
proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerapan 
prinsip kehati-hatian pada BPRS Amanah Rabbaniah. 
b. Interview 
Interview juga disebut wawancara yang merupakan kegiatan 
untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyampaikan 
pertanyaan kepada responden.
21
  
c. Dokumentasi 
Mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, 
transkip, buku, surat kabar majalah, prasasti dan lain sebagainya.
22
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 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
hlm.70. 
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 Oko Subagyo, 2004, Metodologi penelitian Teori dan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
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H. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi atas lima bab, 
yang mana antara bab satu dengan bab yang yang lain saling berkaitan. 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu 
penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalamn penelitian yang 
terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika 
penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, pada bab pertama ini peneliti akan memaparkan 
latar belakang masalah kemudian akan membahas terkait rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga akan memaparkan telaah pustaka, 
kemudian akan dipaparkan kerangka teoritis dan metode penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II disini peneliti akan membahas tentang gambaran umum 
prinsip kehati- hatian pada Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
BAB III pada bab tiga ini peneliti akan memaparkan tentang 
penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS Amanah Rabbaniah. 
BAB IV dalam bab ini peneliti akan membahas dan menganalisa 
mengenai hasil dari penelitian, antara lain penerapan prinsip kehati-hatian 
dalam memberikan pembiayaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. 
BAB V yang merupakan bab terkhir sekaligus bab penutup dari 
penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil temuan peneliti 
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terhadap permasalahan yang ada dan beberpa saran yang dapat dijadikan 
sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi atau pertimbangan bagi peneliti-
peneliti lain. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PRINSIP KEHATI- HATIAN PADA UNDANG- 
UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 
 
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Sejarah Berdirinya Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan 
No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima 
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana 
sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. 
Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa 
lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana 
yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam 
Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan 
keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, BPR adalah 
penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung 
Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga 
Perkreditan Desa ( LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit 
Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan 
atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. 
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Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas 
dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat 
nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) yang berdiri tahun 1992. namun jangkauan BMI terbatas pada 
wilyahwilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 
Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah 
keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
23
 
 
2. Pengertian Pembiayaan  
Secara umum kegiatan suatu perbankan antara lain adalah 
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan 
deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. 
Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe (saya percaya) atau I 
Trust (saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang berarti 
kepercayaan (trust), merupakan lembaga pembiayaan selaku shahibul mal 
menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 
diberikan. 
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai 
dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan 
bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT : 
 ْى كٍْ  ه ع ى ْهح ٌ ا  ي لا إ  وا عَْلأا  ة  ً ٍ  ه ت ْى ك ن ْثَّه  ح أ  دى ق عْنا ت اى فْو أ اى ُ  يآ  ٍ ٌ  رَّنا ا  هُّ  ٌأ ا ٌ
  دٌ  س ٌ ا  ي  ى كْح ٌ  َّالِل ٌَّ  إ  و  س  ح ْى حَْ  أ  و  دٍْ َّصنا ً  ه  ح  ي  سٍْ  غ 
                                                             
23
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2008) hlm. 83. 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu
24
. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma‟idah ayat 1)25 
 
 
Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 
Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa :  
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna‟;  
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
                                                             
24
 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat 
oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 
25
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 156. 
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dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 
imbalan, atau bagi hasil.  
 
Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain/ debt 
(hutang). Pembiayaan merupakan istilah untuk suatu perbuatan ekonomi 
(perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang 
berlawan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga 
keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
 
3. Tujuan dan Fungsi pembiayaan  
Dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu masyarakat yang 
membutuhkan dana, untuk keperluan modal usaha atau untuk keperluan 
yang lainnya. Perbankan syariah juga memperoleh keuntungan dengan 
adanya pembiayaan yang diperoleh dari usaha yang dikelola dengan 
nasabah. Oleh karena itu, perbankan syariah hanya akan menyalurkan 
pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau 
mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. 
Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur 
keuntungan (profitability) dan sekaligus juga unsur keamanan (safety) dari 
suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan 
 20 
 
demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang 
berubah menjadi hasil yang diterima. Sedangkan unsur kedua yaitu 
keamanan (safety) merupakan fasilitas yang diberikan perbankan syariah, 
harus benar-benar terjamin sehingga tujuan keuntungan (profitability) 
dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. 
Akan tetapi kebanyakan sektor lembaga keuangan syariah, 
termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penuh dengan 
hambatan dalam proses pembiayaan. Dengan adanya masalah tersebut, 
maka perbankan syariah harus mampu mengurangi hambatan dengan 
prinsip kehati-hatian kepada setiap nasabah yang akan melakukan 
pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian.
26
 
Dengan adanya pembiayaan dapat berfungsi Pertama, pembiayaan 
dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Nasabah yang 
telah melakukan transaksi, menabung atau menyimpan uangnya dalam 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka dengan modal/uang 
tersebut dikembangan oleh pihak perbankan dengan diberikannya 
pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana. Kedua, pembiayaan 
dapat meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Produsen dengan 
adanya bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya 
guna dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan 
                                                             
26
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan 
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, (Jakarta : RajaGrafindo 
Persada, 2008), hlm. 5-6. 
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pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang 
kegunaannya kurang tempat yang lebih bermanfaat. 
Ketiga, pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. 
Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi 
yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu berusaha 
dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang 
berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena 
itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan perbankan untuk 
memperoleh bantuan modal yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya. 
 
4. Jenis Pembiayaan  
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 
dua yaitu
27
 : 
a. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat digunakan 
oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau 
kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam 
konsumsi.  
b. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk 
memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat 
                                                             
27
 Ibid., hlm. 9-10. 
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pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada 
proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.  
Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi 
dua yaitu
28
 : 
a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal 
kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar 
perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan 
penolong/pembantu, barang dagangan, piutang.  
b. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah 
atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha dengan tujuan 
untuk merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian 
proyek baru.  
 
5. Bentuk Perjanjian Pembiayaan  
Perjanjian Pembiayaan yang dibuat secara notaris merupakan suatu 
akta otentik. Berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta 
otentik memberikan hak kepada para pihak beserta ahli warisnya atau 
orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang 
sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta yang dibuat oleh 
seorang notaris mempunyai ketentuan sebagai akta otentik apabila 
dipenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan dalam Undang-undang 
Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal 
                                                             
28
 Ibid., hlm. 12 & 14. 
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akta dibuat secara otentik, apa yang tertulis dalam akta merupakan 
peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dinyatakan oleh para pihak 
sebagai yang disaksikan, dilihat atau didengar oleh pejabat umum yang 
bersangkutan.
29
 
 
6. Fungsi Format Perjanjian Pembiayaan  
Setelah pihak perbankan syariah melakukan analisa terhadap calon 
nasabah penerima pembiayaan, untuk menentukan kemauan (willingness) 
dan kemampuan (capability) calon nasabah, serta calon nasabah telah 
menyepakati syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak perbankan yang 
memberikan pembiayaan. Maka dituangkan kesepakatan itu dalam suatu 
perjanjian yang disebut dengan “perjanjian pembiayaan”. Perjanjian 
merupakan dokumen penting, serta dalam perjanjian tersebut diatur hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pemberi maupun penerima 
dana.
30
 
 
7. Kualitas Pembiayaan  
Pembiayaan yang berkualitas, didasarkan atas resiko kemungkinan 
terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi 
kewajiban-kewajiban untuk membayar angsurannya. Unsur utama yang 
menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), hlm. 3. 
30
 Ibid., hlm. 27. 
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pembayaran angsuran, dan pembayaran pelunasan pokok pembiayaan. 
Kualitas pembiayaan terdiri atas
31
 : 
a. Pembiayaan Lancar (Pass). Pembiayaan yang digolongkan lancar 
adalah pembayaran angsuran pokok secara tepat waktu, memiliki 
mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari pembiayaan yang 
dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).  
b. Dalam Perhatian Khusus. Pembiayaan yang digolongkan dalam 
perhatian khusus adalah terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi 
rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak 
yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.  
c. Kurang Lancar. Pembiayaan yang digolongkan kurang lancar adalah 
terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi rekening yang relatif 
rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 
lebih dari sembilan puluh hari, terdapat indikasi masalah keuangan 
yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.  
d. Diragukan. Pembiayaan yang digolongkan diragukan adalah terdapat 
tunggakan angsuran pokok, terjadi wanprestasi, terjadi kapitalisasi 
bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian 
pembiayaan maupun pengikatan jaminan.  
e. Macet. Pembiayaan yang digolongkan macet apabila terdapat 
tunggakan angsuran pokok, kerugian operasional ditutup dengan 
                                                             
31
 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 33-37. 
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pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan 
tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.  
 
B. Prinsip Kehati-hatian  
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian  
Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas 
atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 
kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka 
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip 
kehatihatian adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah 
perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya 
melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi.
32
 Prinsip 
kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan secara konsisren, serta 
memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu 
menjalankan tugasnya.
33
 
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak 
memberikan definisi yang eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan 
prinsip kehati-hatian, tetapi dapat dilihat dalam berdasarkan penafsiran 
sistematis, yaitu dengan mengaitkan satu pasal dengan pasal-pasal yang 
lain, penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian bank 
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 Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2001), hlm. 18. 
33
 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU 
Nomor 21 Tahun 2008 (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010), hlm. 22. 
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berkaitan erat dengan kepatuhan bank pada seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi bank, baik secara kelembagaan, proses dan 
produk. 
Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 10 Tahun 1998, bahwa “Perbankan Indonesia dalam 
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan prinsip kehati-hatian”.34 Oleh sebab itu, maka prinsip 
kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan 
diterapkan dalam kegiatan usahanya.  
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah, kembali mempertegas kewajiban perbankan 
syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan prinsip kehati-
hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip 
kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank syariah dan UUS 
dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
 
 
 
                                                             
34
 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 195. 
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2. Prinsip Kehati-Hatian menurut UU Perbankan Syariah 
Ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan 
bahwa Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah dan 
UUS mendapat penegasan yaitu:
35
 
Pasal 2 
Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip 
syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 
 
Bagian Kedua 
Kelayakan Penyalura Dana 
Pasal 23 
1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan 
kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh 
kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan 
dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. 
2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 
Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap 
watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah 
Penerima Fasilitas. 
 
Bagian kedua 
Prinsip Kehati-hatian 
Pasal 35 
1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menerapkan prinsip kehati-hatian.  
2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan 
keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta 
penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang 
berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang 
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.  
3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.  
4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  
                                                             
35
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, [pdf], hlm. 21-23. 
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5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada 
publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.  
 
Pasal 36 
Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank 
Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah 
dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. 
 
Pasal 37 
1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran 
dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat 
dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas 
atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada 
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang 
bersangkutan.  
2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 
30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran 
dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 
surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank 
Syariah kepada:  
a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari 
modal disetor Bank Syariah; 
b. anggota dewan komisaris;  
c. anggota direksi;  
d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c;  
e. pejabat bank lainnya; dan  
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.  
4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 
20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
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Tabel 1. 
Pengaturan Prinsip Kehati- hatian dalam UU Perbankan Syariah 
 
Pasal Isi Pasal  Keterangan 
2 Perbankan syariah dalam 
melakukan kegiatan 
usahanya berasaskan 
prinsip syariah, demokrasi 
ekonomi, dan prinsip 
kehati-hatian. 
 
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-
hatian” adalah pedoman pengelolaan 
Bank yang wajib dianut guna 
mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, 
dan efisien sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Nb: perbankan syariah yang lingkupnya 
meliputi segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses 
dalam melakukan kegiatan usahanya. 
23 1) Bank Syariah dan/atau 
UUS harus mempunyai 
keyakinan atas kemauan 
dan kemampuan calon 
Nasabah Penerima 
Fasilitas untuk melunasi 
seluruh kewajiban pada 
waktunya, sebelum 
Bank Syariah dan/atau 
UUS menyalurkan dana 
kepada Nasabah 
Penerima Fasilitas. 
2) Untuk memperoleh 
keyakinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
Bank Syariah dan/atau 
UUS wajib melakukan 
penilaian yang seksama 
terhadap watak, 
kemampuan, modal, 
Agunan, dan prospek 
usaha dari calon 
Nasabah Penerima 
Fasilitas. 
1) Kemauan berkaitan dengan iktikad 
baik dari Nasabah Penerima Fasilitas 
untuk membayar kembali penggunaan 
dana yang disalurkan oleh Bank 
Syariah dan/atau UUS. 
Kemampuan berkaitan dengan keadaan 
dan/atau aset Nasabah Penerima 
Fasilitas sehingga mampu untuk 
membayar kembali penggunaan dana 
yang disalurkan oleh Bank Syariah 
dan/atau UUS. 
2) Penilaian watak calon Nasabah 
Penerima Fasilitas terutama didasarkan 
kepada hubungan yang telah terjalin 
antara Bank Syariah dan/atau UUS dan 
Nasabah atau calon Nasabah yang 
bersangkutan atau informasi yang 
diperoleh dari pihak lain yang dapat 
dipercaya sehingga Bank Syariah 
dan/atau UUS dapat menyimpulkan 
bahwa calon Nasabah Penerima 
Fasilitas yang bersangkutan jujur, 
beriktikad baik, dan tidak menyulitkan 
Bank Syariah dan/atau UUS di 
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 kemudian hari. 
Penilaian kemampuan calon Nasabah 
Penerima Fasilitas terutama Bank 
harus meneliti tentang keahlian 
Nasabah Penerima Fasilitas dalam 
bidang usahanya dan/atau kemampuan 
manajemen calon Nasabah sehingga 
Bank Syariah dan/atau UUS merasa 
yakin bahwa usaha yang akan dibiayai 
dikelola oleh orang yang tepat. 
Penilaian terhadap modal yang 
dimiliki calon Nasabah Penerima 
Fasilitas, terutama Bank Syariah 
dan/atau UUS harus melakukan 
analisis terhadap posisi keuangan 
secara keseluruhan, baik untuk masa 
yang telah lalu maupun perkiraan 
untuk masa yang akan datang sehingga 
dapat diketahui kemampuan 
permodalan calon Nasabah Penerima 
Fasilitas dalam menunjang 
pembiayaan proyek atau usaha calon 
Nasabah yang bersangkutan. 
Dalam melakukan penilaian terhadap 
Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS 
harus menilai barang, proyek atau hak 
tagih yang dibiayai dengan fasilitas 
Pembiayaan yang bersangkutan dan 
barang lain, surat berharga atau garansi 
risiko yang ditambahkan sebagai 
Agunan tambahan, apakah sudah 
cukup memadai sehingga apabila 
Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak 
dapat melunasi kewajibannya, Agunan 
tersebut dapat digunakan untuk 
menanggung pembayaran kembali 
Pembiayaan dari Bank Syariah 
dan/atau UUS yang bersangkutan. 
Penilaian terhadap proyek usaha calon 
Nasabah Penerima Fasilitas, Bank 
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Syariah terutama harus melakukan 
analisis mengenai keadaan pasar, baik 
di dalam maupun di luar negeri, baik 
untuk masa yang telah lalu maupun 
yang akan datang sehingga dapat 
diketahui prospek pemasaran dari hasil 
proyek atau usaha calon Nasabah yang 
akan dibiayai dengan fasilitas 
Pembiayaan. 
 
Nb: Pasal ini membedakan jaminan secara 
ekonomi dan jaminan secara yuridis. 
Itikad baik dan kesanggupan bank untuk 
membayar merupakan jaminan secara 
yuridis, sementara agunan (collateral) 
merupakan jaminan secara ekonomi. 
35 1) Bank Syariah dan UUS 
dalam melakukan 
kegiatan usahanya 
wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian.  
2) Bank Syariah dan UUS 
wajib menyampaikan 
kepada Bank Indonesia 
laporan keuangan 
berupa neraca tahunan 
dan perhitungan laba 
rugi tahunan serta 
penjelasannya yang 
disusun berdasarkan 
prinsip akuntansi 
syariah yang berlaku 
umum, serta laporan 
berkala lainnya, dalam 
waktu dan bentuk yang 
diatur dengan 
Peraturan Bank 
Indonesia.  
3) Neraca dan 
perhitungan laba rugi 
1) Dalam rangka menjamin terlaksananya 
pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan bank yang sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian, Bank memiliki 
dan menerapkan, antara lain, sistem 
pengawasan intern. 
2) Yang dimaksud dengan “prinsip 
akuntansi syariah yang berlaku umum” 
adalah standar akuntansi syariah yang 
ditetapkan oleh lembaga yang 
berwenang. 
3) Kantor akuntan publik yang dimaksud 
adalah kantor akuntan publik yang 
memiliki akuntan dengan keahlian 
bidang akuntansi syariah. 
4) Dalam memberikan pengecualian, 
Bank Indonesia memperhatikan 
kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang bersangkutan. 
5) Cukup Jelas 
 
Nb: Pasal ini menekankan kewajiban bank 
untuk memastikan terlaksananya proses 
pengambilan keputusan dalam 
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tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
wajib terlebih dahulu 
diaudit oleh kantor 
akuntan publik.  
4) Bank Indonesia dapat 
menetapkan 
pengecualian terhadap 
kewajiban 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bagi 
Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah.  
5) Bank Syariah wajib 
mengumumkan neraca 
dan laporan laba rugi 
kepada publik dalam 
waktu dan bentuk yang 
ditentukan oleh Bank 
Indonesia.  
 
pengelolaan bank. 
36 Dalam menyalurkan 
Pembiayaan dan 
melakukan kegiatan usaha 
lainnya, Bank Syariah dan 
UUS wajib menempuh 
cara-cara yang tidak 
merugikan Bank Syariah 
dan/atau UUS dan 
kepentingan Nasabah yang 
mempercayakan dananya. 
Mengingat bank bekerja dengan dana dari 
masyarakat yang disimpan berdasarkan 
kepercayaan, maka bank perlu menjaga 
kesehatan dan menjaga fungsinya sebagai 
agent of trust 
37 1) Bank Indonesia 
menetapkan ketentuan 
mengenai batas 
maksimum penyaluran 
dana berdasarkan 
Prinsip Syariah, 
pemberian jaminan, 
penempatan investasi 
surat berharga yang 
1) Penyaluran dana berdasarkan Prinsip 
Syariah oleh Bank Syariah dan UUS 
mengandung risiko kegagalan atau 
kemacetan dalam pelunasannya 
sehingga dapat berpengaruh terhadap 
kesehatan Bank Syariah dan UUS. 
Mengingat bahwa penyaluran dana 
dimaksud bersumber dari dana 
masyarakat yang disimpan pada Bank 
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berbasis syariah, atau 
hal lain yang serupa, 
yang dapat dilakukan 
oleh Bank Syariah dan 
UUS kepada Nasabah 
Penerima Fasilitas atau 
sekelompok Nasabah 
Penerima Fasilitas 
yang terkait, termasuk 
kepada perusahaan 
dalam kelompok yang 
sama dengan Bank 
Syariah dan UUS yang 
bersangkutan. 
2) Batas maksimum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
boleh melebihi 30% 
(tiga puluh persen) dari 
modal Bank Syariah 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi 
Bank Syariah dan UUS dapat 
berpengaruh pula kepada keamanan 
dana masyarakat tersebut. 
Oleh karena itu, untuk memelihara 
kesehatan dan meningkatkan daya 
tahannya, bank diwajibkan menyebar 
risiko dengan mengatur penyaluran 
kredit atau pemberian pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, 
pemberian jaminan ataupun fasilitas 
lain sedemikian rupa sehingga tidak 
terpusat pada Nasabah debitur atau 
kelompok Nasabah debitur tertentu. 
2) Pengertian “modal Bank Syariah 
sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai 
dengan pengertian yang dipergunakan 
dalam penilaian kesehatan bank. 
Batas maksimum yang dimaksud 
diperuntukkan bagi masing-masing 
Nasabah Penerima Fasilitas atau 
sekelompok Nasabah Penerima 
Fasilitas termasuk perusahaan- 
perusahaan dalam kelompok yang 
sama. 
Sumber Undang-Undang Perbankan Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 
 
Prinsip kelayakan penyaluran dana sebagaimana diatur dalam Pasal 
23 Undang- Undang Perbankan Syariah merupakan salah satu 
implementasi perwujudan asas kehati-hatian yang lazim dilakukan dalam 
dunia perbankan. Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan 
antara lain dengan menggunakan Prinsip 5C, yang terdiri dari character, 
capacity, capital, condition of economy, collateral. Penjelasan mengenai 
kelima prinsip tersebut: 
a. Penilaian (character) watak calon Nasabah Penerima Fasilitas 
terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara 
Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang 
bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang 
dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat 
menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang 
bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank 
Syariah dan/atau UUS di kemudian hari. 
b. Penilaian (capacity) kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas 
terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima 
Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen 
calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin 
bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. 
c. Penilaian terhadap (capital) modal yang dimiliki calon Nasabah 
Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus 
melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, 
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baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa 
yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan 
permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang 
pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan. 
d. Dalam melakukan penilaian terhadap (collateral) Agunan, Bank 
Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih 
yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan 
barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan 
sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga 
apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi 
kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk 
menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah 
dan/atau UUS yang bersangkutan. 
e. Penilaian terhadap (condition of economy) proyek usaha calon 
Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus 
melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun 
di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan 
datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil 
proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan 
fasilitas Pembiayaan. 
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3. Implementasi Prinsip Kehati- Hatian  
Mengacu pada pengaturan tentang prinsip kehati-hatian bank 
(prudential banking principle) dalam UU Perbankan Syariah, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat 
dari beberapa aspek, yaitu : 
a. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan sebagai lembaga, 
yang meliputi kelembagaan bank, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini bermakna 
bahwa kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian sudah 
melekat sejak bank itu didirikan. Contoh sederhana, misalnya Bank 
berbentuk Perseroan Terbatas, maka seluruh regulasi yang berlaku 
dalam pendirian Bank berbentuk Perseroan Terbatas harus 
diperhatikan. Selanjutnya prinsip kehati-hatian wajib diterapkan 
dalam proses dan cara yang tercermin dalam pedoman atau 
standard operating procedures yang dibuat oleh bank. Prinsip 
kehati-hatian di sini harus ditafsirkan sebagai ketaatan bank 
terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak Bank didirikan, 
beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya. 
b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang 
tujuannya untuk menghindari kredit atau pembiayaan yang 
bermasalah atau macet. Penerapan prinsip kehati-hatian di sini 
lebih menekankan pada tujuan bank untuk memenuhi tingkat 
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kesehatan bank yang disyaratkan. Implementasi prinsip kehati-
hatian dalam pemberian kredit, menjelma dalam kewajiban bank 
untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap watak, 
kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha nasabah 
sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah. Secara imlisit, penerapan prinsip kehati-hatian disini juga 
dimaknai berhati-hati dalam menentukan calon nasabah.  
c. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada organ bank 
itu sendiri untuk menghindari bank dari kerugian dan menjaga 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 
Dengan demikian, bank wajib menjamin bahwa setiap tindakan 
hukum yang dilakukan oleh bank mematuhi seluruh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (regulatory compliance). 
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BAB III 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI- HATIAN PADA BPRS AMANAH 
RABBANIAIH BANDUNG 
 
A. Profil BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
1. Sejarah berdirinya 
BPR Syariah Amanah Rabbaniah lahir sebagai penjabaran dari 
hasil Keputusan Muktamar Persatuan Islam tahun 1990 di Garut. Sebagai 
langkah awal pada tahun 1989 dilakukan suatu upaya pengelolaan usaha 
keuangan bukan bank yang bergerak di intern jam‟iyyah dalam rangka 
membantu beberapa pengusaha dalam bidang permodalan dengan sistem 
bagi hasil. 
Pada tahun 1990, Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diwakili 
oleh bidang Garapan Sosial Ekonomi melakukan beberapa pertemuan 
dengan para pemrakarsa dari PT. BPR Syariah Dana Mardhatillah dan PT. 
BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera untuk mendirikan bank Syariah. Dari 
sinilah muncul nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah 
Rabbaniah. 
BPR Syariah Amanah Rabbaniah didirikan pada 19 September 
1991 dengan akta pendirian Nomor 27 tanggal 9 Juli 1990 oleh Notaris 
Masri Husen, SH., dan telah diumumkan dalam berita Negara RI Nomor 
68 tanggal 23 Agustus 1991, Lembaran Berita Negara Nomor 2658 Tahun 
1991, serta berdasarkan izin operasional Menteri Keuangan RI melalui 
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Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP.281/KM.13/1991 
tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Amanah 
Rabbaniah. Tepat pada tanggal 24 Oktober 1991 PT. Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah resmi beroperasi. 
2. Visi dan Misi 
BPR Syariah Amanah Rabbaniah adalah lembaga jasa keuangan 
yang beroperasi dengan sistem syariah, hadir untuk membantu dan 
bekerjasama dengan masyarakat luas dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat melalui jasa keuangan yang dirumuskan dalam : 
Visi      : Menjadi Bank yang sesuai syari‟ah, besar, menguntungkan, sehat 
dan bermanfaat banyak 
Misi     : Menyelamatkan muamalah umat dan menyelamatkan umat dalam 
bermuamalah. 
3. Keunggulan 
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung merupakan perbankan yang 
sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sangat prospek untuk bermitra. 
Perbankan syariah tersebut dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), dan dibawah regulasi serta pengawasan yang 
ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga simpanan yang 
dihimpun dan investasi yang ada akan aman. Apabila bertransaksi di 
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung insyaAllah lebih mententramkan hati 
dan nurani yang ingin kafah dalam beriman dan berislam dikarenakan 
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perbankan syariah terbebas dari riba, bunga (interest) dan dikelola sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
Dana yang diinvestasikan dan disimpan di BPRS Amanah 
Rabbaniah Bandung akan menguntungkan dengan menerapkan bagi hasil 
yang kompetitif, dari hasil usaha dan investasi yang halal serta dapat 
bernilai ibadah. Sebagai katalisator (perubahan) bagi lahir dan tumbuhnya 
sistem ekonomi islam yang riil bersama lembaga penunjang lainnya, 
sebagai resolusi nyata ekonomi masyarakat. Terus tumbuh dan 
dikembangkan pelayanan terbaik (excellence/ahsanu amala), dan 
professional dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, tolong-
menolong, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif 
untuk memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders (organisasi bisnis) 
dan shareholder (pemegam saham). Serta mengedepankan nilai keadilan 
dan kemaslahatan bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat 
memberikan keberkahan dan ketentraman lahir dan batin, baik di dunia 
maupun di akherat. BPRS Amanah Rabbaniah Bandung merupakan 
perbankan syariah yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sangat 
prospek/menguntungkan untuk bermitra atau berwirausaha. 
4. Produk dan Jasa 
a. Tabungan 
1) Tabungan iB Amar 
Merupakan simpanan dana masyarakat umum yang dikelola 
secara syariah untuk kebaikan dan keuntungan bersama dengan akad 
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wadiah. Pada setiap akhir bulan nasabah akan mendapatkan bonus 
atas dana yang mengendap dengan jumlah yang tidak diperjanjikan 
di awal. Penyetoran dan penarikan tabungan Amar dapat dilakukan 
setiap saat. 
2) Tabungan iB Siswa 
 Merupakan simpanan dana masyarakat dengan target pelajar 
yang dikelola secara syariah dengan akad wadiah.  
3) Tabungan iB Qurban 
Merupakan simpanan dana masyarakat yang mempunyai 
rencana untuk melaksanakan ibadah Qurban pada bulan Dzulhijah. 
Simpanan ini tidak dapat ditarik setiap saat, tetapi hanya satu kali 
penarikan pada saat menjelang qurban dan dikelola dengan akad 
wadiah. 
4) Tabungan iB Rencana 
Simpanan dana masyarakat yang diperuntukan dalam rangka 
mewujudkan rencana yang ingin dicapai. Simpanan ini merupakan 
simpanan berjangka sesuai dengan rencana yang diharapkan dengan 
jangka waktu minimal 1 (satu) tahun. Akad yang digunakan pada 
tabungan ini adalah Mudharabah dimana setiap simpanan 
memperoleh bagi hasil dengan nisbah sama dengan deposito 1 bulan. 
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b. Deposito 
1) Deposito iB Mudharabah Mutlaqah 
Merupakan jenis simpanan Investasi berjangka sesuai 
dengan waktu yang disepakati dengan akad Mudharabah 
Mutlaqah dimana nasabah selaku shahibul maal memberikan 
kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha kepada pihak 
bank selaku mudharib untuk melakukan investasi dengan 
memenuhi unsur kehati – hatian dan syariah. Simpanan ini akan 
memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang 
telah disepakati kedua belah pihak. 
b) Deposito iB Mudharabah Muqayadhah 
Merupakan jenis simpanan Investasi berjangka sesuai 
dengan waktu yang disepakati dengan akad Mudharabah 
Muqayyadhah dimana nasabah selaku shahibul maal 
menentukan jenis investasi yang dinginkan baik jenis maupun 
tempat usahanya dengan pengelolaan oleh pihak bank dengan 
tidak terlepas dari unsur kehati – hatian dan syariah. Simpanan 
ini akan memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan 
nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. 
c. Pembiayaan iB Musyarakah 
Merupakan jenis pembiayaan dengan pola penyertaan modal 
ke dalam suatu usaha yang dikelola bersama dengan pola berbagi 
hasil. Dimana pihak Bank ikut terlibat ke dalam manajemen dalam 
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mengelola usaha. Setiap bank bermitra maka mitranya telah memiliki 
keahlian, pengalaman dan karakter baik serta usahanya telah berjalan. 
d. Jual Beli (Murabahah) 
Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank 
membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kembali 
kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 
yang disepakati. 
e. Sewa (Ijarah Multijasa) 
Merupakan akad sewa manfaat atas jas antara bank dengan 
nsabah dalam hal ini yang diprioritaskan untuk Biaya pendidikan,Biaya 
Kesehatan Travel misalnya untuk pembiayaan ibadah Umroh 
f. Jasa – Jasa 
1) Rahn (Gadai) 
Merupakan produk layanan jasa perbankan syariah, dimana 
bank menerima titipan atas harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya. 
2) Hiwalah 
Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang 
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 
3) Qardh 
Merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
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antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan 
peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. 
g. Jasa Layanan Lainnya 
Dengan menggunakan fasilitas Mini ATM Mesin EDC bank 
melayani jasa Transfer online antar bank, pembayaran Rekening Listrik, 
Telepon, Isi Pulsa, pembayaran angsuran kendaraan bermotor, 
pembayaran kartu kredit, pembayaran asuransi dll. 
5. Lokasi BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
 Kantor Pusat : 
Jalan Raya Timur No. 52 Banjaran Kabupaten Bandung | Telp/Fax 
0225940131/0225949230 
 
Kantor Kas : 
1. Jalan Raya Bojong soang No. 45 Kabupaten Bandung | Telp/Fax 
0227501456 / 0227501808 
2. Jalan Raya Pintu Pangalengan No. 435 Kabupaten Banung | Telp/Fax 
0225978636 / 0225979022 
3. Jl. Raya Terusan Kopo No. 582 Cilampeni Katapang, Kabupaten 
Bandung – 40971 | Telp/Fax 022-85876345 / 022-85876382 
6. Struktur Organisasi  
Dalam BPRS Amanah Rabbaniah Bandung terdapat Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang selalu memberikan saran dan inovatif 
dalam menjalankan sistem perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-
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prinsip islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dewan yang dibentuk 
untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam 
kegiatan usaha perbankan. 
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama 
yang menguasai bidang fiqh muamalah (Islamic Commercial Jurisprudence) yang 
berdiri sendiri, bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga 
keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariat islam. Syariat islam yaitu mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-
bentuk perikatan/akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. 
Struktur Organisasi BPRS Amanah Rabbaniah Bandung, yaitu
36
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 Karyawan BPRS Amanah Rabbaniah Bandung (Profil Lembaga/Struktur Organisasi). 
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7. Prosedur Pengajuan Pembiayaan  
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Amanah 
Rabbaniah diantaranya:  
a. Syarat-syarat umum  
1) Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar  
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon  
3) Foto copy KTP suami atau istri  
4) Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau surat nikah  
5) Foto copy buku tabungan  
6) Foto copy agunan dan atau jaminan - Untuk agunan tanah atau 
rumah: foto copy SHM leter C/D, foto copy SPPT terakhir dan 
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lunas PBB - Untuk agunan kendaraan bermotor dan atau mobil: 
foto copy BPKB dan STNK, faktur pembelian dari dealer dan 
atau kwitansi pembelian  
b. Syarat-syarat tambahan untuk yang berbadan hukum  
1) Foto copy SIUP, TDP, NPWP, dan AD/ART  
2) Surat persetujuan dari Komisaris dan atau Pemilik 
8. Prosedur Pemberian Pembiayaan  
Prosedur dalam pemberian pembiayaan harus melalui beberapa 
proses diantaranya:  
a. Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini pemohon pembiayaan 
mengajukan permohonan pembiayaan yang dilampiri dengan 
berkas-berkas yang dibutuhkan.  
b. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuan dari penyelidikan berkas 
pinjaman adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 
sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Apabila 
persyaratan tersebut belum lengkap, maka nasabah diminta untuk 
segera melengkapinya. 
c. Wawancara I, bertujuan untuk mengetahui keinginan dan 
kebutuhan nasabah yang sebenarnya.  
d. On The Spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan 
dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau 
jaminan.  
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e. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika 
mungkin ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan on the 
spot.  
f. Keputusan pembiayaan, menentukan apakah pembiayaan akan 
diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan 
administrasinya, keputusan pembiayaan akan mencakup anatara 
lain: jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan 
biaya-biaya yang harus diangsur.  
g. Penandatanganan akad pembiayaan, sebelum pembiayaan 
dicairkan, maka calon nasabah harus menandatangani akad 
pembiayaan, surat perjanjian dan persyaratan yang dianggap 
perlu.  
h. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-
surat yang diperlukan 
 
B. Manajemen Pembiayaan  
1. Pengertian Manajemen  
Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah. Idarah 
diambil dari perkataan adartasy-syai‟a atau perkataan „adarta bihi juga 
dapat didasarkan pada kata ad-dauran. Pengamat bahasa menilai 
pengambilan kata yang kedua yaitu : „adarta bihi itu lebih tepat. Oleh 
karena itu, dalam Elias‟ Modern Dictionary English Arabic kata 
management (Inggris) sepadan dengan kata tadbir, iradah, siyasah, dan 
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qiyadah dalam bahasa arab. Secara istilah, sebagian pengamat 
mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh 
karena itu mereka mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu 
aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan 
personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang 
berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu lembaga.
37
 
Manajemen sebagai suatu sistem yang terdapat pada suatu 
lembaga, mempunyai beberapa unsur yang saling terkait antara satu 
dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang 
lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagai suatu konsep yang utuh, islam 
memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh 
(kaafah). Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka 
didalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan. Salah satu aspek kunci dalam manajemen 
adalah bagaimana manajer dapat mengenali peran dan pentingnya para 
pihak yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Manajer harus 
mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan 
seorang diri, melainkan melalui kerja sama dengan orang lain.
38
 
Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 177. 
38
 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, ed., (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 3. 
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mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu. 
Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat-
syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk 
jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan 
maupun prosedurnya. Tujuan mekanisme pembiayaan adalah pertama, 
memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang Account Officer 
sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan 
tanggung jawab para Account Officer. Kedua, flow of document dapat 
diikuti dan diketahui dengan jelas. Ketiga, memperlancar arus pekerjaan. 
Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, 
perpanjangan, maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap 
jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Urutan 
langkah-langkah yang lazim dalam mekanisme pembiayaan, yakni 
meliputi persiapan, penilaian, keputusan atas permohonan, pengawasan, 
dan pelunasan.  
Untuk memperoleh pinjaman, pemohon atau nasabah harus 
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari pihak BPRS. Permohonan 
pembiayaan adalah syarat yang penting dalam memberikan pembiayaan 
dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh Account Officer. Untuk 
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mempercepat dan mempermudah dalam mempertimbangkan permohonan 
nasabah, maka surat permohonan hendaknya disertakan dengan informasi 
yang lengkap, seperti informasi mengenai keuangan, jaminan, jumlah 
pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan, jangka waktu, dll.
39
 
Prinsip tata kelola yang baik (good corporate goverment principle) 
atau lebih dikenal dengan prinsip GCG merupakan lembaga hukum yang 
relatif baru yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon (sistem hukum 
yang didasarkan pada yurisprudensi, yakni keputusan hakim terdahulu 
yang menjadi dasar putusan hakim sesudahnya). Terminologi GCG sendiri 
memuat lima prinsip esensial yang harus dilaksanakan oleh sebuah 
perusahaan sebagai sarana tanggung jawab publik dan menjaga 
kepercayaan masyarakat. Kelima prinsip tersebut yaitu, keterbukaan 
(transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab 
(responsibility), kewajaran (fairness), dan independensi (independency). 
Dalam praktik lembaga keuangan prinsip GCG sudah dikenal dalam dunia 
perbankan.  
Hal ini dapat terlihat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Goverment bagi Bank 
Umum. Dalam peraturan PBI dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan 
kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum 
pada industri perbankan. Penjelasan umum mengenai PBI No. 8/4/2006 
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 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep …, hlm. 271-272. 
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menjelaskan bahwa pelaksanaan GCG pada perbankan harus senantiasa 
berdasarkan lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency) yaitu 
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan 
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 
Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 
pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi perbankan sehingga 
pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 
(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang 
sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank 
secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 
Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
40
 
2. Pembiayaan Bermasalah 
Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa 
bank beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan dan memiliki 
kinerja lebih baik ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang 
tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung antara lain: 
yang pertama, faktor internal bank atau regulasi perbankan yaitu 
mengendalikan perilaku perbankan dengan aturan yang sudah ditetapkan 
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Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ..., hlm. 209-210. 
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dalam Undang-undang Perbankan. Terdiri dari kelemahan dalam analisis 
pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam 
supervisi pembiayaan, kecerobohan petugas perbankan, kelemahan sumber 
daya manusia, kelemahan kebijakan pembiayaan, dan tidak ada 
manajemen resiko. 
Kedua, faktor nasabah seperti karakter nasabah tidak amanah (tidak 
jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usaha 
yang dijalankannya), kapasitas, kapital, kondisi, agunan yang lemah, 
musibah yang dialami nasabah, dan kelemahan kemampuan nasabah yang 
tidak sanggup untuk mengembalikan pembiayaan karena terganggunya 
kegiatan usaha yang dimiliki oleh nasabah. 
Ketiga, faktor masyarakat dalam menilai suatu perbankan, 
persaingan antar perbankan, dan kondisi atau lingkungan yang terdapat di 
suatu perbankan, apakah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat/ 
hanya pada masyarakat tertentu saja. Ada beberapa perbankan di Indonesia 
yang memberikan kemudahan dalam mengajukan suatu pembiayaan 
dengan syarat-syarat yang mudah. Maka, masyarakat akan tertarik ke 
perbankan tersebut untuk mengajukan pembiayaan. 
Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit 
bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu timbul 
dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan 
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ditangani secara profesional sedini mungkin, ada kemungkinan kredit 
bermasalah tersebut dapat ditolong.
41
 
3. Laporan Keuangan BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat diketahui melalui 
laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri laporan posisi keuangan, 
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Laporan keuangan 
berupa neraca memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank 
kepada pihak luar, misalnya bank Indonesia, masyarakat dan investor. 
Sedangkan, laporan laba rugi memberikan informasi tentang 
perkembangan keuangan bank kepada semua pihak, baik pemilik, 
manajemen bank, masyarakat, dan pihak lainnya. Informasi tentang 
keuangan bank dapat digunakan untuk menilai kinerja bank dalam 
menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.
42
 
Analisis rasio merupakan cara yang biasa digunakan untuk 
menganalisis kinerja keuangan suatu bank. Rasio merupakan alat yang 
digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan 
yang lainnya dari suatu laporan keuangan.
43
 Rasio yang biasa digunakan 
digunkaan untuk melihat kinerja keuangan antara lain capital adequacy 
ratio (CAR), financial debt ratio (FDR), non performing finance (NPF). 
Rasio keuangan bank syariah selama 2012-2016 menunjukkan 
perkembangan yang cukup baik. Sedangkan tingkat FDR bank syariah 
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masih dalam batas tolerasi antara 80% dan 100%. Dilihat dari tingkat FDR 
dari 2010 - 2016 menunjukkan manajemen bank syariah mampu 
memaksimalkan menyalurkan dana yang berasal dari masyrakat dalam 
bentuk pembiayaan pada kisaran 81, 68% - 89, 73 %. 
Tabel 1. Rasio Keuangan BPRS Amanah Rabbaniah Tahun 2012 s/d 2016 
Rasio 
Keuangan 
2012 2013 2014 2015 2016 
ROA 2,37% 3,31% 4,07% 4,11% 4,95% 
FDR 83,50% 81,94% 81,68% 83,60% 89,73% 
NPF 7,73% 8,1% 9,33% 9,92% 11,05% 
Sumber: BPRS Amanah Rabbaniah 
 Tingkat NPF menunjukan kemampuan bank syariah dalam 
mengelolaan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Tingkat 
NPF dari tahun 2012 hingga 2016 lebih dari 8%, keadaan ini menunjukkan 
manajemen bank syariah belum mampu mengelola pembiayaan yang 
disalurkan kepada masyarakat sesuai target yang ditentukan. 
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Aktiva Produktif, Pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas 
pembiayaan menjadi
44
:  
Lancar yaitu pembayaran yang perjalanannya 
lancar/memuaskan/tidak ada kendala/wanprestasi, artinya segala 
kewajiban dapat diselesaikan oleh nasabah secara baik/tepat waktu atau 
tidak terdapat tunggakan angsuran pokok Penanganan pembiayaan 
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bermasalah pada perbankan syariah ternyata sama dengan perbankan 
konvensional, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah.
45
  
Langkah-langkah yang diterapkan di BPRS Amanah Rabbaniah 
dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:  
a. Memberikan kepada nasabah, melalui surat peringatan.  
b. Apabila peringatan diabaikan, maka pihak BPRS melakukan 
panggilan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.  
c. Apabila panggilan tersebut masih diabaikan, maka pihak BPRS 
mengadakan kunjungan ke kediaman nasabah. Guna mengetahui 
penyebab dan kelanjutan penyelesaian pembiayaan nasabah yang 
bermasalah.  
d. Apabila dalam kunjungan tersebut masih tidak ada kesepakatan 
maka pihak BPRS memberikan surat peringatan dari jaminan dan 
pemberitahuan lelang. Apabila langkah awal telah dilakukan melalui 
kunjungan pada nasabah dan menghasilkan keputusan penyelamatan 
pembiayaan, maka pihak BPRS akan menerapkan beberapa metode 
yaitu:  
1)  Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah upaya 
penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan 
atas sebagian atau keseluruhan syarat perjanjian pembiayaan 
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yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau jangka 
waktu saja, tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan 
tambahan pembiayaan.  
2) Restructuring (penataan ulang) adalah upaya penyelamatan 
dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian 
pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau 
melakukan konversi atas keseluruhan atau sebagian dari 
pembiayaan menjadi equity bank yang dilakukan dengan atau 
tanpa rescheduling/reconditioning.  
3) Management assistency (bantuan konsultasi) adalah bantuan 
konsultasi dan manajemen proteksional yang diberikan bank 
pada nasabah yang masih mempunyai prospek dan itikad baik 
untuk melunasi kewajibannya namun lemah di dalam 
perusahaannya, baik penempatan petugas bank maupun bantuan 
pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen. 
4) Liquidation (penjualan barang agunan) adalah penjualan barang-
barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang, 
pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang 
menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk 
disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki 
prospek untuk dikembangkan. 
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C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung  
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung dalam melakukan pembiayaan 
harus menggunakan analisa pembiayaan terlebih dahulu, yang bertujuan 
untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara 
dengan direktur utama serta beberapa karyawan, maka dapat diketahui 
penerapan prinsip kehati-hatian pada BPRS Amanah Rabbaniah Bandung 
yaitu: 
1. Penerapan prinsip Character (watak)  
Merupakan prinsip yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam 
melakukan analisa pada nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Analisa 
pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Rabbaniah Bandung dapat 
diketahui beberapa aspek yang menunjang dalam penilaian karakter calon 
nasabah. Pertama, aspek kejujuran yaitu aspek yang dapat diketahui setelah 
calon nasabah mengumpulkan formulir data atau informasi. Kemudian 
pihak BPRS Amanah Rabbaniah Bandung melakukan wawancara kepada 
calon nasabah, apakah dalam wawancara tersebut calon nasabah 
menyembunyikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan formulir 
yang diberikan kepada pihak perbankan. Apabila calon nasabah kurang jujur 
Account Officer juga mencari informasi dari lingkungan sekitar.  
Kedua, aspek komitmen dan tanggung jawab yaitu kedisiplinan 
calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Calon nasabah yang 
mempunyai itikad baik tidak akan melakukan tunggakan dalam memenuhi 
kewajibannya untuk melunasi angsuran. Ketiga, aspek ketekunan dalam 
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bekerja atau berusaha yaitu bersangkutan dengan calon nasabah sudah 
berapa kali berganti profesi usaha. Keempat, aspek tipologi atau personality 
yaitu bersangkutan dengan sifat atau kepribadian calon nasabah. Menilai 
calon nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari. Serta 
mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan calon nasabah dalam 
menghadapi suatu masalah serta menyelesaikannya. 
2. Penerapan prinsip Capacity (kapasitas) atau profitability  
Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam 
menjalankan usahanya, dengan tujuan untuk memperoleh laba yang 
diharapkan, dan untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah 
mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat 
waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran capacity (kapasitas) dapat 
dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu:  
a. Pendekatan historis yaitu menilai past performance, apakah usaha 
menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.  
b. Pendekatan finansial yaitu menilai latar belakang pendidikan para 
pengurus.  
c. Pendekatan yuridis yaitu apakah calon nasabah mempunyai kapasitas 
untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan 
perjanjian pembiayaan dengan perbankan.  
d. Pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan 
calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, 
sumber bahan baku, peralatan, administrasi, dan keuangan. 
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Untuk menindak lanjuti apabila terjadi kesulitan terhadap calon 
nasabah dalam membayar angsuran, maka BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung memberikan beberapa cara yakni calon nasabah datang 
langsung ke BPRS. Kedua, melakukan pemotongan saldo tabungan 
calon nasabah untuk membayar angsuran. Ketiga, petugas atau 
karyawan BPRS Amanah Rabbaniah Bandung mendatangi rumah calon 
nasabah untuk pengambilan setoran dan penarikan. 
3. Penerapan prinsip Condition of economy (merupakan kondisi ekonomi) 
Yang dapat dinilai melalui lokasi usaha yang dijalankan oleh 
calon nasabah, pihak BPRS Amanah Rabbaniah Bandung melihat dari 
berbagai sisi yang pertama adalah letak atau lokasi calon nasabah 
berusaha. Kedua, lokasi tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. 
Ketiga, memastikan status usaha tersebut milik pribadi atau masih 
mengontrak. Keempat, penghasilan utama dari calon nasabah dikurangi 
pengeluaran pribadi maupun pengeluaran lain-lain. Akan tetapi para 
Account Officer kesulitan dalam menganalisa prinsip ini, dikarenakan 
usaha yang dijalankan oleh calon nasabah yang menguntungkan atau 
malah merugi.  
4. Penerapan prinsip Capital (modal) atau payment  
Merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon 
nasabah, apakah modal yang dimiliki nasabah mampu untuk membayar 
angsuran setiap bulannya setelah dikurangi hutang atau pengeluaran 
lain.  
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Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin 
tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan 
pihak perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. 
Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi 
usahanya tatkala ada kendala yang tidak bisa diduga. Aspek ini tertutupi 
oleh prinsip kondisi ekonomi dari calon nasabah, karena dalam analisa 
pembiayaan tidak terdapat kapital atau jumlah dana yang dimiliki oleh 
calon nasabah. 
5. Penerapan prinsip Collateral (Jaminan atau agunan) 
Merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan calon 
nasabah kepada pihak perbankan sebagai syarat terpenuhinya 
pembiayaan. Account Officer juga memperhitungkan mengenai faktor 
penambah nilai jaminan yakni tentang lokasi jaminan berada, apakah 
lokasi jaminan tersebut berada di kawasan yang strategis dan 
berkembang. Kedua, mengenai kondisi jaminan apakah masih bagus 
dan terawat dengan baik. Ketiga, pihak BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung memeriksa dokumen kepemilikan jaminan. Dokumen tersebut 
harus jelas dan lengkap, dalam jaminan bukan milik calon nasabah 
sendiri maka harus diteliti kembali apa hubungan antara pemilik 
jaminan dengan calon nasabah. Keempat, harus mengecek status hukum 
dari jaminan tersebut apakah palsu atau asli.  
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Implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan 
bermasalah dapat dilihat berdasarkan konsep, yakni manajemen pembiayaan, 
optimisasi tujuan, dan perspektif sistem. Konsep manajemen pembiayaan yang 
terdapat di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sangat dibutuhkan karena 
manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap 
calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Konsep optimisasi tujuan 
merupakan melihat sejauh mana tujuan-tujuan atau sasaran BPRS dapat dicapai. 
Konsep perspektif sistem yang menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip- 
prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Prinsip kehati-hatian 
sangat dibutuhkan bagi suatu BPRS yang bertujuan untuk menjaga kesehatan 
BPRS. 
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
DI BPRS AMANAH RABBANIAH BANDUNG 
 
1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di BPRS Amanah 
Rabbaniah Bandung  
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung dalam melakukan pembiayaan harus 
menggunakan analisa pembiayaan terlebih dahulu, yang bertujuan untuk 
mengurangi pembiayaan bermasalah. Setelah melakukan wawancara dengan 
direktur utama serta beberapa karyawan, maka dapat diketahui penerapan prinsip 
kehati-hatian pada BPRS Amanah Rabbaniah Bandung yaitu: 
a. Character (karakter atau watak) merupakan prinsip yang dilakukan oleh 
pihak perbankan dalam melakukan analisa pada nasabah yang akan 
melakukan pembiayaan. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS 
Amanah Rabbaniah Bandung dapat diketahui beberapa aspek yang 
menunjang dalam penilaian karakter calon nasabah.  
1) Aspek kejujuran yaitu aspek yang dapat diketahui setelah calon 
nasabah mengumpulkan formulir data atau informasi.  
2) Aspek komitmen dan tanggung jawab yaitu kedisiplinan calon 
nasabah dalam memenuhi kewajibannya.  
3) Aspek ketekunan dalam bekerja atau berusaha yaitu bersangkutan 
dengan calon nasabah sudah berapa kali berganti profesi usaha.  
 64 
 
4) Aspek tipologi atau personality yaitu bersangkutan dengan sifat atau 
kepribadian calon nasabah. Menilai calon nasabah dari segi 
kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari. Serta mencakup sikap, 
emosi, tingkah laku, dan tindakan calon nasabah dalam menghadapi 
suatu masalah serta menyelesaikannya. 
b. Capacity (kapasitas) atau profitability merupakan kemampuan yang 
dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan untuk 
memperoleh laba yang diharapkan, dan untuk mengetahui sampai sejauh 
mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-
hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran 
capacity (kapasitas) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu:  
1) Pendekatan historis yaitu menilai past performance, apakah usaha 
menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.  
2) Pendekatan finansial yaitu menilai latar belakang pendidikan para 
pengurus.  
3) Pendekatan yuridis yaitu apakah calon nasabah mempunyai kapasitas 
untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan 
perjanjian pembiayaan dengan perbankan.  
4) Pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan 
calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, 
sumber bahan baku, peralatan, administrasi, dan keuangan. 
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c. Condition of economy merupakan kondisi ekonomi yang dapat dinilai 
melalui lokasi usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, pihak BPRS 
Amanah Rabbaniah Bandung melihat dari berbagai sisi: 
1) letak atau lokasi calon nasabah berusaha.  
2) lokasi tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.  
3) memastikan status usaha tersebut milik pribadi atau masih 
mengontrak.  
4) penghasilan utama dari calon nasabah dikurangi pengeluaran pribadi 
maupun pengeluaran lain-lain. Akan tetapi para Account Officer 
kesulitan dalam menganalisa prinsip ini, dikarenakan usaha yang 
dijalankan oleh calon nasabah yang menguntungkan atau malah 
merugi.  
d. Capital (modal) atau payment merupakan jumlah dana atau modal yang 
dimiliki oleh calon nasabah, apakah modal yang dimiliki nasabah mampu 
untuk membayar angsuran setiap bulannya setelah dikurangi hutang atau 
pengeluaran lain.  
Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin 
tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak 
perbankan akan lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan 
modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada 
kendala yang tidak bisa diduga. Aspek ini tertutupi oleh prinsip kondisi 
ekonomi dari calon nasabah, karena dalam analisa pembiayaan tidak 
terdapat kapital atau jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah. 
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e. Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan calon nasabah 
kepada pihak perbankan sebagai syarat terpenuhinya pembiayaan. Account 
Officer juga memperhitungkan mengenai faktor penambah nilai jaminan 
yakni: 
1)  lokasi jaminan berada, apakah lokasi jaminan tersebut berada di 
kawasan yang strategis dan berkembang.  
2) mengenai kondisi jaminan apakah masih bagus dan terawat dengan 
baik.  
3) memeriksa dokumen kepemilikan jaminan. Dokumen tersebut harus 
jelas dan lengkap, dalam jaminan bukan milik calon nasabah sendiri 
maka harus diteliti kembali apa hubungan antara pemilik jaminan 
dengan calon nasabah.  
4) harus mengecek status hukum dari jaminan tersebut apakah palsu 
atau asli.  
 
2. Kesesuain Penerapan Prinsip Kehati-hatian di BPRS Amanah 
Rabbaniah Bandung dengan UU No. 21 Tahun 2008 tetang Perbankan 
Syariah 
Implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengurangi pembiayaan 
bermasalah dapat dilihat berdasarkan konsep, yakni manajemen pembiayaan, 
optimisasi tujuan, dan perspektif sistem. Konsep manajemen pembiayaan 
yang terdapat di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sangat dibutuhkan 
karena manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan 
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pengendalian terhadap calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. 
Konsep optimisasi tujuan merupakan melihat sejauh mana tujuan-tujuan atau 
sasaran BPRS dapat dicapai. Konsep perspektif sistem yang menilai apakah 
sudah sesuai dengan prinsip- prinsip yang sudah diatur dalam undang-undang 
atau belum. Prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan bagi suatu BPRS yang 
bertujuan untuk menjaga kesehatan BPRS. Dari penelitian yang dilakukan 
oleh penulis, dapat diketahui beberapa faktor keefektifan prinsip kehati-hatian 
dalam pembiayaan yaitu: 
Efektif, karena di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sudah 
menerapkan prinsip kehati-hatian menggunakan aspek syari‟ah, character, 
capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Prinsip tersebut 
dilaksanakan oleh Account Officer untuk menganalisa suatu pembiayaan yang 
diajukan oleh nasabah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah, yang diwujudkan dengan manajemen yang baik oleh 
pihak BPRS Amanah Rabbaniah Bandung. 
Tidak Efektif, karena teori dan praktek dalam menerapkan prinsip 
kehati-hatian masih ada yang tidak sesuai, dalam melakukan pembiayaan 
BPRS Amanah Rabbaniah mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi 
pembiayaan bermasalah pada BPRS Amanah Rabbaniah pun ikut meningkat. 
Adanya resiko bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah yang tidak terelakan 
dan mungkin juga adanya musibah yang tidak dapat dihindari. Resiko 
tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan BPRS 
Amanah Rabbaniah Bandung belum maksimal sebab dalam kenyataannya 
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tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan mulus sesuai yang 
diperjanjikan.  
Untuk itu BPRS Amanah Rabbaniah Bandung perlu melakukan 
pengawasan kepada calon nasabahnya dengan tujuan untuk mengurangi 
resiko pembiayaan. Pertama, resiko yang perlu menjadi perhatian adalah 
resiko ketidakpastian usaha yakni ketidakmampuan memprediksi atau 
meramal kondisi calon nasabah dimasa yang akan datang berakibat fatal 
bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan 
didasarkan pada perhitungan yang akurat. 
Kedua, on site monitoring yakni pemantauan pembiayaan langsung ke 
lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus 
tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan 
kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya terkait “Penerapan Prinsip Kehati- Hatian pada Perbankan 
Syariah Menurut Undang- Undang NO. 21  Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (Studi Kasus di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung)” dapat 
disimpulkan, yaitu: 
1. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha 
perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-
undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan 
bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-
hatian.” Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah 
dan UUS mendapat penegasan yaitu dalam pasal 35 ayat (1) bahwa 
“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menerapkan prinsip kehati-hatian.”  
2. BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sudah mengimplementasikan prinsip 
kehati-hatian pada perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 
2008 melalui aspek character, capacity, condition of economy, capital, 
collateral. Aspek tersebut kurang efektif, karena dalam melakukan 
pembiayaan BPRS Amanah Rabbaniah mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, tetapi pembiayaan bermasalah pada BPRS Amanah Rabbaniah 
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pun ikut meningkat. Adanya resiko bisnis yang dilakukan oleh calon 
nasabah yang tidak terelakan dan mungkin juga adanya musibah yang 
tidak dapat dihindari. Resiko tersebut menunjukkan bahwa prinsip 
kehati-hatian yang dilakukan BPRS Amanah Rabbaniah Bandung belum 
maksimal sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang 
disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan.  
 
B. Saran-saran 
Untuk BPRS Amanah Rabbaniah Bandung sudah menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam setiap pembiayaannya. Seperti prinsip 5C, yaitu : 
Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collaterall. Akan tetapi 
teori tentang prinsip kehati-hatian dan prakteknya sangat berbeda. 
Kedepannya BPRS Amanah Rabbaniah Bandung dapat menajalankan 
kegiatan pembiayaan secara lancar, dan dapat mengurangi kualitas 
pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Serta nasabah dapat menjaga 
kualitas pembiayaan dalam pembayaran atau pengembalian angsuran kepada 
pihak BPRS Amanah Rabbaniah Bandung. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
Wawancara Pribadi dengan: Bp. Ujang (Account Officer) Hari/Tanggal : Kamis, 
26 Juli 2018, jam 13.00 – 13.30 WIB. Pertanyaan dan Jawaban:  
1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung?  
a. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan (mengisi formulir permohonan 
pembiayaan) sesuai ketentuan BPRS Amanah Rabbaniah Bandung.  
b. Memenuhi persyaratan. Persyaratan pokok : fotocopy KTP, KK, Surat 
Nikah, dll. Serta persyaratan tambahan : sesuai profesi, pekerjaan, usaha.  
c. Dilakukan BI-Checking, BI-Checking adalah suatu proses pengecekan 
yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, 
melalui suatu sistem yang disebut SID (Sistem Informasi Debitur). 
d. Survei, apabila tidak ada kendala pada saat BI-Checking.  
e. Analisa yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan (apakah 
disetujui/ditolak).  
f. Overing Letter (Surat Penawaran Persetujuan Pembiayaan), apabila 
disetujui.  
g. Apabila pemohon sudah setuju dengan penawaran persetujuan pembiayaan 
yang diberikan pihak perbankan, maka pihak pemohon melengkapi 
dokumen yang masih kurang.  
h. Melakukan cek sertifikat agunan atau jaminan, apakah asli/tidak.  
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i. Kemudian setelah dilakukan cek sertifikat, dan ternyata jaminan/agunan 
asli (sah). Maka dilakukan realisasi pembiayaan.  
j. Reasilasi pembiayaan/pencairan dana.  
2. Apa saja produk dan jasa yang terdapat di BPRS Amanah Rabbaniah 
Bandung?  
a. Tabungan 
1) Tabungan iB Amar, merupakan simpanan dana masyarakat umum yang 
dikelola secara syariah untuk kebaikan dan keuntungan bersama dengan 
akad wadiah. Pada setiap akhir bulan nasabah akan mendapatkan bonus 
atas dana yang mengendap dengan jumlah yang tidak diperjanjikan di 
awal. Penyetoran dan penarikan tabungan Amar dapat dilakukan setiap 
saat. 
2) Tabungan iB Siswa, merupakan simpanan dana masyarakat dengan target 
pelajar yang dikelola secara syariah dengan akad wadiah.  
3) Tabungan iB Qurban, merupakan simpanan dana masyarakat yang 
mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah Qurban pada bulan 
Dzulhijah. Simpanan ini tidak dapat ditarik setiap saat, tetapi hanya satu 
kali penarikan pada saat menjelang qurban dan dikelola dengan akad 
wadiah. 
4) Tabungan iB Rencana, simpanan dana masyarakat yang diperuntukan 
dalam rangka mewujudkan rencana yang ingin dicapai. Simpanan ini 
merupakan simpanan berjangka sesuai dengan rencana yang diharapkan 
dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun. Akad yang digunakan pada 
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tabungan ini adalah Mudharabah dimana setiap simpanan memperoleh 
bagi hasil dengan nisbah sama dengan deposito 1 bulan.  
b. Deposito 
1)  Deposito iB Mudharabah Mutlaqah, merupakan jenis simpanan Investasi 
berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad 
Mudharabah Mutlaqah dimana nasabah selaku shahibul maal 
memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha kepada 
pihak bank selaku mudharib untuk melakukan investasi dengan 
memenuhi unsur kehati – hatian dan syariah. Simpanan ini akan 
memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah 
disepakati kedua belah pihak. 
2)  Deposito iB Mudharabah Muqayadhah, merupakan jenis simpanan 
Investasi berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad 
Mudharabah Muqayyadhah dimana nasabah selaku shahibul maal 
menentukan jenis investasi yang dinginkan baik jenis maupun tempat 
usahanya dengan pengelolaan oleh pihak bank dengan tidak terlepas dari 
unsur kehati – hatian dan syariah. Simpanan ini akan memperoleh bagi 
hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah 
pihak. 
c. Pembiayaan iB Musyarakah, merupakan jenis pembiayaan dengan pola 
penyertaan modal ke dalam suatu usaha yang dikelola bersama dengan 
pola berbagi hasil. Dimana pihak Bank ikut terlibat ke dalam manajemen 
dalam mengelola usaha. Setiap bank bermitra maka mitranya telah 
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memiliki keahlian, pengalaman dan karakter baik serta usahanya telah 
berjalan. 
d. Jual Beli (Murabahah), merupakan akad jual beli antara bank dengan 
nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual 
kembali kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati. 
e. Sewa (Ijarah Multijasa), merupakan akad sewa manfaat atas jas antara 
bank dengan nsabah dalam hal ini yang diprioritaskan untuk Biaya 
pendidikan,Biaya Kesehatan Travel misalnya untuk pembiayaan ibadah 
Umroh 
f. Jasa – Jasa 
1) Rahn (Gadai), merupakan produk layanan jasa perbankan syariah, dimana 
bank menerima titipan atas harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya. 
2) Hiwalah, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada 
orang lain yang wajib menanggungnya. 
3) Qardh, merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam 
dengan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu. 
g. Jasa Layanan Lainnya, dengan menggunakan fasilitas Mini ATM Mesin 
EDC bank melayani jasa Transfer online antar bank, pembayaran 
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Rekening Listrik, Telepon, Isi Pulsa, pembayaran angsuran kendaraan 
bermotor, pembayaran kartu kredit, pembayaran asuransi dll. 
 
3. Produk/jasa apa yang paling diminati oleh nasabah?  
Di BPRS ini semua produk yang diminati seimbang atau sama, tidak ada 
yang dominan. 
4. Bagimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?  
Ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:  
a. Regulasi perbankan adalah mengendalikan perilaku perbankan dengan 
aturan yang sudah ditetapkan dalam UU Perbankan. Dengan adanya 
regulasi perbankan diharapkan perbankan mampu mengatur atau 
mengendalikan kegiatan pembiayaan.  
b. Faktor nasabah, seperti karakter, kapasitas, kapital, kondisi, dan agunan. 
Atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran.  
c. Faktor masyarakat dalam menilai suatu perbankan dan persaingan antar 
perbankan.  
5. Apakah di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam setiap pembiayaan? 
Ya, karena prinsip kehati-hatian merupakan syarat yang paling utama dalam 
perbankan.  
6. Bagaimana model implementasi prinsip kehati-hatian?  
Menggunakan analisis karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, kapital (jumlah 
dana atau modal), dan jaminan.  
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7. Bagaimana kefektifan implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 
mengurangi pembiayaan bermasalah?  
Manajemen resiko yang baik (resepibility), kemampuan bayar kembali 
(repeiment), dan tingkat kepatuhan yang tinggi.  
8. Bagimana cara untuk mengatasi, bilamana terpadat pembiayaan bermasalah? 
Cara standar, antara lain :  
a. Melakukan pemetaan tingkat NPF masing-masing nasabah. Kemudian 
penanganan (treathment) sesuai dengan tingkat permasalahan dan 
kasusnya.  
b. Penanganan terstruktur. Nasabah yang sudah jatuh tempo dalam 
membayar angsuran maka di sms, apabila sudah sms tapi tidak ada 
tanggapan maka di telp, apabila tidak ada tanggapan maka datang ke 
rumah nasabah. Apabila tidak ada perbaikan/tanggapan, maka di SP (Surat 
Peringatan) dari perbankan.  
c. Setelah datang kerumah nasabah, dan ternyata ada perbaikan/tanggapan 
yang baik dari nasabah. Maka dilakukan reconditioning (mengkondisikan 
nasabah), rescheduling (penjadwalan ulang).  
d. Aktiva yang di ambil alih.  
e. Lelang.  
9. Apakah di BPRS Amanah Rabbaniah Bandung terdapat pembiayaan tanpa 
agunan?  
Ada pembiayaan tanpa agunan, biasanya diberikan kepada masyarakat yang 
membuka usaha di sekitar BPRS Amanah Rabbaniah. 
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10. Adakah batas maksimum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, 
berapakah jumlah/nominalnya?  
Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), untuk masyarakat maksimal 20 
% sedangkan pihak terkait dengan perbankan seperti pengurus/direksi 
maksimal 10 %.  
11. Bagaimanakah upaya dari pihak BPRS Amanah Rabbaniah Bandung, apabila 
terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran?  
Melakukan sms, telepon, kunjungan, surat peringatan, dan lelang.  
12. Siapa saja yang menjadi target dalam pemberian pembiayaan di BPRS 
Amanah Rabbaniah Bandung ?  
Semua masyarakat yang mampu di cover oleh BPRS CSU.  
a. 0 – 10 juta  
b. 10 – 50 juta (prioritas utama)  
c. 50 – 100 juta  
13. Apakah BPRS Amanah Rabbaniah Bandung melakukan pemantauan kepada 
para nasabah yang mengajukan pembiayaan?  
Account Officer (AO) yang mengawasi nasabah langsung. Sedangkan Direksi 
hanya mengawasi Account Officer.  
14. Berapakah nishbah/bagi hasil dari setiap pembiayaan yang ditentukan oleh 
BPRS Amanah Rabbaniah Bandung?  
Tidak bisa ditentukan, harus sesuai dengan analisa pembiayaan. Kemudian 
pihak BPRS CSU menentukan nishbah/bagi hasil yang tepat.  
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PROPOSAL PEMBIAYAAN  
 
 
 
Kepada  : Direktur 
Tanggal  : 18 September 2017  
Nomor Prop    : 078/Props/BS-AR/IX/2017 
Nomor Reg : 018/Reg/BS-AR/IX/2017 
Perihal    : Pengajuan pembiayaan Murabahah atas nama Asep Sumirat 
 
Menunjuk Surat Permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan Murabahah atas 
nama Asep Sumirat bulan September 2017 maka dengan ini kami ajukan 
proposal pembiayaannya untuk diberi keputusan. 
 
 
I. LATARBELAKANG 
 Pemohon merupakan referensi dari nasabah existing di BPRS Amanah 
Rabbaniah bernama Adrian Bestari yang merupakan tetangga tempat 
tinggal pemohon. 
 Pada saat ini pemohon dan istrinya menjalankan usaha jasa travel dan 
juga bekerja sebagai kontaktor CV. Pradana Optima. 
 Berdasarkan akta notaris, Cv CV. Pradana Optima. didirikan pemohon  
dan saudaranya  bernama Zaprulloh Ahmad pada tahun 2013. 
 Selain bekerja diperusahaanV. Pradana Optima. Pemohon aktiv menjadi 
pemborong Pada saat ini pemohon sedang menjalakan proyek 
pembangunan perumahan Bumi Cikoneng Damai Residence di 
Bojongsoang sebanyak 10 unit. Dan baru dikerjakan sebanyak 2 unit.  
 Pada saat ini pemohon membutuhkan pembiayaan untuk menyelesaikan 
pekerjaan tersebut. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, pemohon mengajukan pembiayaan 
sebesar Rp. 300.000.000,- jangka waktu 24 bulan. 
 
II. PENJELASAN ACCOUNT OFFICER 
a Data Nasabah 
 Nama   : Asep Sumirat 
 TTL   : Cimahi, 08-06-1978 
 Alamat   : Komp. Damar Mas Jln. Pangrango Raya 
No. 37 
       Rt. 01 Rw. 14 Ds. Tarajusari Kec. Banjaran 
 No. KTP   : 3204130806780002 
 Masa berlaku s/d   : 08-06-2017 
 Status  : Kawin 
 Nama istri  : Ade Nurmala Restu Pertiwi 
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 No Telpon  : 082321556465 
 
b Karakter 
1. Personal Cheking 
 Pemohon dikenal di masyarakat sebagai warga yang ramah dengan 
tetangganya dan selalu membantu tetangga apabila sedang 
mengalami musibah. Hal itu berdasarkan pengakuan bapak Adrian 
Bestari (nasabah existing di BPRS Amanah Rabbaniah) yang 
merupakan tetangga dekat pemohon dan beberapa tetangganya yang 
lain an Asep Sumirat.  
  
2. Trade Cheking 
 Berdasarkan hasil survey petugas bank ke tempat lokasi proyek di 
Cikoneng, pihak developer mengatakan bahwa kualitas pekerjaan 
pemohon bagus, dan pemohon merupakan referensi dari kontraktor 
yang telah bekerjasama lebih dahulu dengan pihak EBSA dan dari 
para pekerja an. Asep Sumirat .  
 
3. Market Cheking 
 Pemohon dikenal sebagai konsultan bangunan dan juga kontraktor 
yang memiliki jaringan yang cukup luas. Karena pemohon sempat 
bekerja di Bakrie Land dan juga BUMN. Pada saat ini pemohon 
bergabung dengan perusahaan swasta (PT. Jasakons) dan beberapa 
informasi dari pelanggan ybs yang dihubungi memberikan opini terkait 
pekerjaan ybs. 
 
4. Hubungan dengan Perbankan 
a. Internal BPRS Amanah Rabbaniah 
          Pembiayaan ini merupakan pengajuan pembiayaan tahap 
pertama. 
b. Eksternal SID 
Pemohon memiliki kewajiban angsuran mobil atasnama istrinya ke 
Astra  (Bank Permata cabang Tanggerang) dengan angsuran per 
bulan sebesar Rp. 2.600.000,-. Kualitas angsuran saat ini lancar, 
Keterangan : terdapat catatan kolektabilitas 2 sebelumnya 
dikarenakan pemohon kecewa kepada pihak Astra dan juga pihak 
Asuransi yang tidak memperbaiki mobil selama 3 bulan ketika 
mobil tersebut mengalami kecelakaan. Namun pada saat ini mobil 
tersebut telah diperbaiki, dan kualitas angsuran juga kembali 
lancar. 
 
c. Aspek Jaminan 
Yang bersangkutan menjaminkan :  
Satu bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan no. 932----no NIB 10.14.13.02.02805----Terletak di Jl. 
Pangrango barat 1 No. 28----atas nama Dian Nurjanah. 
Catatan: 
Sertifikat tersebut belum selesai diproses Balik Nama baru tahapan dibuat 
Akta Jual Beli atas nama istri pemohon (Ade Nurmala Restu P) jika 
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pembiayan ini disetujui maka proses baliknama akan dilanjutkan oleh 
pihak notaris yang ditunjuk oleh bank. 
…….Taksasi Jaminan Terlampir…..   
d. Aspek Usaha 
1. Karyawan Konsultan Bangunan PT. Jasakon Nusa Dua 
 Pemohon telah bekerja dibawah naungan PT. Jasakon Nusa jaya 
selama 2 tahun. (surat keterangan kerja dilampirkan dan rekening 
koran) 
 Pada saat ini pemohon sedang bertugas mengawasi pekerjaan 
pembangunan gedung di RSUD Majalaya 
 Pekrjaan ini berbasis tim dan dibantu oleh 3 orang yang berada 
dibawah Timnya. 
 Nilai kontrak pengawasan tersebut senilai Rp. 300.000.000,- dan 
dibayar per termin sesuai kesepakatan. (Kontrak Kerja Terlampir) 
 Dari proyek tersebut, pemohon mempunyai keuntungan sebesar 
20% setelah dipotong pajak dan juga setelah dipotong PT. 
Jasakon Nusa Jaya sebesar 5% dari nilai kontrak. 
 Sedangkan proyek pembangunannya dikerjakan oleh pemenang 
tender yaitu PT. Prima Shina Cahaya. Dengan rencana 
pengerjaan proyek selama 12 bulan. 
 Pemohon hanya sebagai pengawas (konsultan bangunan) 
 Gaji yang rutin pemohon terima dari jasakons sebesar Rp. 
15.000.000,- 
 
2. Kerjasama dengan PT. Bozzetto 
 Pemohon telah melakukan kerjasama dengan PT. Bozzetto sejak 
tahun 2016 untuk pemeliharaan gedung. Dengan kontrak induk 
land expision project dan juga ramp system project. 
 Nilai kedua kontrak tersebut sebesar Rp 1.050.740.000,- (Satu 
Milyar lima puluh juta tujuh ratuh empat puluh ribu rupiah) 
 Biasanya pemohon melakukan control rutin tiga bulan sekali. 
 Pembayaran dilakukan apabila pemohon telah melakukan 
pekerjaan pemeliharaan gedung dan melampirakan invoice 
kepada PT. Bozzetto, kemudian PT. Bozzetto akan membayar 
tagihan tersebut kepada pemohon melalui rekening Mandiri. 
(Rekening koran terlampir) 
 
3. Usaha Travel istri Pemohon 
 Istri pemohon menjalankan usaha travel sejak tahun 2015. 
 Istri pemohon mencari pelanggan dari link yang pemohon kenal, 
mulai dari sekolah anaknya, ibu-ibu arisan di perumahan, 
pedagang pasar banjaran, hingga kerjasama dengan pabrik untuk 
acara traveling dan gathering. 
 Istri pemohon menjual tiket perjalanan liburan per pac. 
 Pemohon mendapat keuntungan 10% per pac apabila perjalanan 
dilakukan dengan peserta 1 bis, apabila lebih dari 3 bis pemohon 
mendapatkan keuntunngan 5% per pac. 
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 Setiap bulannya pemohon mendapatkan minimal 1 event. (SPK 
Terlampir)  
 Adapun untuk event besar seperti kerjasama dengan pabrik, 
pemohon mendapatkannya 3 bulan sekali. (SPK Terlampir) 
 Selain perjalan travel, pemohon juga menjual accessories seperti 
T-Sert  dan juga Gelas dengan gambar perjalanan liburan 
tersebut. (merupakan penawaran) 
 Pemohon bekerjasama dengan PO bis. 
 Pembayaran untuk event besar dilakukan dengan cara transfer ke 
rekening istri pemohon, sedangkan untuk event kecil biasanya 
pemohon melakukan pembayaran secara cash. (Rekening Koran 
Terlampir) 
 
4. Pengerjaan Proyek Cikoneng 
 Pada saat ini pemohon sedang menjalankan proyek 
pembangunan di Perumahan Bumi Cikoneng Damai Residence. 
(SPK Terlampir) 
 Pemohon baru mengerjakan 2 unit rumah type 22, dengan nilai 
kontrak Per Unit sebesar Rp. 60.500.000,- 
 Pembayaran dilakukan per termin dengan 3 tahap pembayaran. 
 Tahap pertama dibayar sebesar 65% apabila pembangunan telah 
selesai 80%.  
 Tahap kedua dibayar sebesar 30% apabila pembangunan telah 
selesai 100% 
 Tahap ketiga dibayar sebesar 5% setelah masa pemeliharaan 
selesai (setelah tidak ada complain dari konsumen perumahan 
dalam jangka waktu 2 bulan). 
 Pembayaran tersebut dilakukan dengan mekanisme standing 
instruction (SI) langsung dari BTN kepada rekening atas nama 
pemohon. 
 
5. Pengerjaan Proyek Gedung Arsip (RSUD Majalaya) 
 Selain sebagai konsultan Bangunan, pemohon juga menawarkan 
proyek pembanguan gedung arsip kepada RSUD Majalaya. 
 Usulan tersebut diterima oleh Direktur RSUD Majalaya (RAB 
Terlampir) 
 Sehingga Proyek tersebut akan dijalankan oleh pemohon, diluar 
pekerjaan pemohon sebagai Pengawas pembanguan RSUD. 
Majalaya  
 SPK masih dalam proses pembuatan. 
 
e. Aspek Penggunaan 
Tujuan Pengajuan pembiayaan ini direncanakan untuk pembelian barang 
matrial guna menyelesaikan proyek pekerjaan yang diterima dari pemberi 
kerja daftar pesanan barang yang dibutuhkan  dengan rincian anggaran 
belanja terlampir.  
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f. Analisa Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
g. Sumber pengembalian 
 Hasil kesepakatan sumber pengembalian angsuran perbulan bersal 
dari gaji ybs dan hasil usaha proyek pekerjaan yang sedang berjalan 
dan diproyeksikan akan terus berlangsung berdasarkan pengalaman 
tahun sebelumnya sehingga pembiayaan ini diajukan dengan skema 
jangka panjang yang disesuaikan dengan karakteristik usaha (dilihat 
dari spk selama dua tahun terakhir) 
 Selain dari usaha diatas pemohon dan istri mengalokasikan dari  
pendapatan usaha jasa travel  
 
h. Manajemen Risiko 
Analisa Risiko 
 Risiko Pengembalian 
Ada back up pengembalian dari penghasilan pemohon sebagai 
karyawan konsultan bangunan dan juga kontraktor dan ada jaminan 
fisik SHM rumah 
 Risiko Hukum  
Pembiayaan ini dilakukan pengikatan  APHT, sehingga apabila 
pemohon tidak melaksankan kewajibannya kepada Bank maka bank 
memiliki pegangan untuk mengeksekusi jaminan. 
 Risiko Kematian 
pendapatan rata-rata dr Pt. Bozetto
pendapatan rata-rata dr travel
C. BIAYA RUMAH TANGGA/ BULAN
Biaya Kebutuhan Rutin Bulanan
Biaya Pendidikan anak
Biaya Listrik/ PDAM
Biaya Telepon/ Hand Phone
Biaya Tak Terduga
Angsuran Ke BTN
Angsuran Astra
Angsuran Ke BPRS Amanah Rabbaniah
JUMLAH BIAYA RUMAH TANGGA
PENDAPATAN BERSIH
URAIAN SEBELUM PEMBIAYAAN SETELAH PEMBIAYAAN
41,461,800Jumlah Pendapatan 41,461,800
14,000,000 14,000,000
Gaji pemohon
10,461,800 10,461,800
200,000
17,000,000 17,000,000
2,500,000 2,500,000
30,041,800 19,687,600
11,420,000 21,774,200
500,000
520,000 520,000
2,600,000
10,354,200
100,000
5,000,000
200,000
5,000,000
100,000
500,000
2,600,000
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Pembiayaan ini di cover oleh asuransi jiwa, sehingga apabila pemohon 
tutup usia, maka pihak asuransi akan melunasi sisa kewajiban 
pemohon kepada bank, sehingga ahli waris tidak dibebankan hutang 
sepeninggal pemohon. 
 Aspek Syariah 
Penggunaan pembiayaan ini bukan untuk pembelian barang yang 
diharamkan oleh Syari’ah Islam. Berdasarkan aspek penggunaannya 
yaitu adanya perpindahan barang yang halal dari Bank kepada 
nasabah maka akad yang digunakan adalah akad Murabahah. Bank 
Syari’ah dihalalkan menggunakan akad Murabahah berdasarkan 
Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Sumber 
pengembalian pembiayaan diperoleh dari pekerjaan nasabah yang 
halal, sehingga pengembalian ke bank dinilai pengembalian yang 
halal. 
 
III. KESIMPULAN 
      Dari analisa di atas dapat disimpulkan : 
 Pemohon bekerja sebagai konsultan bangunan dan juga usaha 
kontaktor. 
 Istri pemohon mempunyai usaha travel. 
 Pemohon dan suaminya mempunyai kemampuan untuk 
mengembalikan pembiayaannya. 
 Jaminan yang diberikan mengcover fasilitas pembiayaannya. 
 
Dari kesimpulan di atas kami rekomendasikan permohonan pembiayaan calon 
Nasabah sebagai berikut : 
 
IV. USUL 
Berdasakan analisa di atas kami usulkan permohonan pembiayaan 
seperti di bawah ini : 
 Nama     : Asep Sumirat 
 Maksimal Plafon   : Rp. 175.000.000,- 
 Jangka Waktu   : 24 Bulan 
 Akad    : Murabahah 
 Tujuan Penggunaan  : Pembelian barang matrial proyek 
Terlampir 
 Harga jual Bank   : Rp. 248.500.000,- 
 Angsuran pokok   : Terlampir 
 Angsuran margin   : Terlampir 
 Total angsuran Perbulan  : Rp.   10.354.200,- 
 Biaya Asuransi   : Terlampir 
 Biaya Materai   : Terlampir 
 Biaya Notaris   : Terlampir 
 Biaya ADM    : Rp.   4.375.000,- 
 Tabungan Blokiran   : Rp. 10.360.000,- 
 
Demikian laporan kami mohon keputusan. 
Banjaran, 18 September  2017 
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Sandra Kurniawati    Ahmad Syafi’i   Ujang 
Kusnandar  
Account Officer   Koord. Marketing  Kabag. 
Marketing 
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SURAT PERSETUJUAN SUAMI ISTRI 
 
 
Bismillahirrahmaanirrahiem 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :  
 
Nama    : 
………………………………………………………………………………………………………  
Tempat, tgl lahir  : 
……………………………………………………………………………………………………… 
No. KTP   : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Pekerjaan   : 
………………………………………………………………………………………………………  
Alamat rumah   : 
………………………………………………………………………………………………………  
     
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya :  
 
Nama    : 
………………………………………………………………………………………………………   
Tempat, tgl lahir  : 
……………………………………………………………………………………………………… 
No. KTP   : 
………………………………………………………………………………………………………  
Pekerjaan   : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Alamat rumah   : 
………………………………………………………………………………………………………  
     
……………………………………………………………………………………………………… 
 
---------------------------------------------- KHUSUS UNTUK ----------------------------------------
-- 
1. Menerima pembiayaan dari BPRS AMANAH RABBANIAH sampai jumlah yang dianggap 
baik dan cukup oleh Suami/Istri saya dan disetujui oleh Bank. 
2. Untuk kepentingan tersebut dapat memberi jaminan yang diperlukan serta untuk 
itu Suami/Istri saya dapat melakukan tindakan hukum apapun yang dianggap baik 
dan bermanfaat untuk maksud tersebut di atas. 
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3. Saya bersedia menggantikan kedudukan Suami/Istri saya apabila ia lalai dalam 
memenuhi kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan. 
4. Kami bersedia menjaminkan semua harta kekayaan yang kami miliki baik yang ada 
maupun yang akan ada, baik atas nama pribadi maupun atas nama kami berdua, 
antara lain berupa :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 
…………………………………, ………………………… 
 
 
Yang diberi Persetujuan                                     Yang memberi Persetujuan 
 
 
 
 
______________________                      _________________________ 
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